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TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [BOP)

AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DI LINGEKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimhbang

Mengingat

.

INSPEKTUR
KABUPATEN KEPULAUVAN MERANTI,

. Bahwa sesual Pasal 5 ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomeor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
disebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu salah satunya
adalah  Aucit  Tnvestigatil dan  Audit  Perhitungan  Kerugian
Keouangan Negara,

Bahwa sehubungan dengan perkembangan penugasan Serta
menunjang tercapainya output Audit investigatif dan Audit
Pertutungan Kerugian Keuangan Negara vang dilaksanakan oleh
Inspektorat  Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  yvang
berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak pihak yang

berlcepentingan (stakeholders);

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huraf a dan burul b, perlu menclapkan keputusan tentang
Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (S0P Audit
Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di
Lingkungan Pemenntah Kabupaten Kepulauan Meranti.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Megara yang Bersih dan Bebas dari Korapsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




Menetapkan

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Hepublik Indenesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 604 1);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sislem
Pengendalian Inlern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomaor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4890);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dess;

14.Peraturan  Kepala Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 lenlang Pedoman
Pengelolaan Bidang Investigasi;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Keliga atas Peraturan Daerah Nomor ©
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal
Daerahh Kabupaten Kepulawan Meranti [Lembaran Daerah
Kabupalen Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5, Register
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
Nomor:12:36.C 2021}

16, Peraturan Bupati Nomer 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupatl Kepulausn Meranti Nomor 96 Tahun 202]
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Dacrah Kabupaten
Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2022 Nomor 11]);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH DAERAH KABUPATEN
EEPULAUAN MERANTI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (S0P} AUDIT INVESTIGATIF DAN
AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.




Pasal 1
Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (S0P Audit lovesbgabl dan Audil
Perhitungan Kerugian Keusngan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
keputusan ini.

Pasal 2
Pedoman dan Standar Operasional Proscdur (SOP) Audit Investigatif dan Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara scbagaimana dimaksud dalam Pasal |,
dipergunakan sebagai acuan oleh Aparatur Pengawas Interen Pemenntah [APIF)
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan
pelayanan sesual lugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3
Pedoman dan Standar Operasional Proscdur (SOP) Audit Investigatil dan Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara schagaimans dimaksud dalam Pasal ]
tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran Il dan Lampiran [II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

I'azal 4
Biaya pelaksanaan kKegiatan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan biaya perjalanan
dinas sesual dengan surat tugas dan biava lainnys sesual aturan vang berlaku, serta
dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] Inspektoral Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti,

Pasal 5
Pedoman dan Standar Operasional Prosedur [SOP) Audit Investigatil dan Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara mulal berlaku pada tangeal kepulusan
ditandatangani.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tE.ll%:ElI 10 Oktober 2023
f*’ KAB| EJ.-

MERANTI,

'Rﬁr A"-JI'F'LM 5.5TP., M.5i.
Pembing Tingkat I (IV/b)
NI* 19820916 200012 2 004



Lampiran T : Keputusan Inspektur Dacrah
Kabupaten Kepulauan Meranti
MNomor : TOO/ITDA/X /2023 /26

PEDRDOMAN AUDIT INVESTIHGATIF
DI LINCKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BARB |
PENDAHULLIAN

A. LATAR BELARKANG

1. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Instansi Pemerintah Daerah
yang mempunyal tugas pokok dan fungsi melakuksn pengawasan untuk
memastikan apakah tugas dan [ungsi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara
Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang Administrasi
Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendahan Intern Pemerintah, maka pelaksanaan audit investigatil memnjada
sangal penting sehagai dukungan uniuk mengedepankan peran APIP dalam
rangka menangan laporan atau pengaduan masyarakal yang vang benndikasi
merugikan keuangan negara dan memperkuat implementasi  sistem
pengendalian inlern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara dan pengelolaan kepemerintahan yang baik dan bersih {good and clean
GOUEITIORGE).

3. Untuk menjaga lkualitas hasil audit diperlukan Pedoman Audil Investigatf.
Pedoman Audit Inovestgalil wapb  dipedomani olch  scluruh  Auditor di
Inspektorat kabupaten Kepulauan Meranti vang melakukan audit investigatif
untk memastikan bahwa ot Yang dihasilkan dapal
dipertanggungjawabkan sccara profesional, Tata Laksana ini memuat pedoman
Pra-perencanaan, perencanaan Audit pedoman pelaksanaan, pedoman
pelaporan dan pedoman tindak lanjut vang mengacu kepada stamdar dan
praktile-praktik terbaik (best pruclices) profes: bidang akuntans: dan audit.

4. Dalam melaksanakan Audit Investigatil harus mengacu kepada Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (SAIPL) yaitua:




a. Bersikap independen dan objektif, baik sccara fakiual (independent in [act)
maupun secara penampilan  (independent (n appearance] vyang
menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif.

b, Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan
terhadap independensi dan Objektivitas Auditor harus melaporkan kepada
Inspektur, Ingpekiar Daerah haras mengegant auditor vang menyampaikan
situasinya dengan auditor lain yang bebas dari adanva dan/atau
mmterpretast leradinyva gangpuan lerhadap independensi dan olyeklivitas.

¢, Mcmpunya:r kecterampilan dan  kompetensi yvang  diperlukan untuk
melaksanakan tugasnya baik yang diperoleh dari pendidikan formal,
sertifikasi maupun pengalaman kerja.

d. Dalam hal Auaditor tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu
penugasan, Auditor dapal menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
Auditor Inspektorat harus menilai kualifikasi Profesional, kompetensi
pengalaman yang relevan dan independenst sebelum menunjuk ahti.

¢. Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due
professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.

f. Mematuhi Standar Audit dan Kode Etik vang berlaku bagi APIP yang
ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auaditor Intern
Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPT/DPN /2014,

Untuk dapat melaksanakan Audit Investipatil olch Auditor wajib memiliki

o

sertifikat auditor dan memahami tentang Standar Audil, kebijakan, prosedur

dan praktik-praktik audit

B, TUJUAN
1. Tujuan penyusunan Pedoman Audit lnvestigatif adalah untuk memberikan
petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran Inspektoral Dacrah Kabupaten

Kepulauan Meranti dalam melakukan kegiatan audit investigatif sehingga hasil

audit yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat

digunakan untuk pengamhbilan Keputusan,
2, Secara panls besar Tata Laksana Audit Investigatif disusun dengan tujuan
sebagai berikoat:

a. Merupakan arahan atau pedoman praktis uniuk mencapai tingkat mutua
proses pelaksanaan audit vang diillakukan oleh Inspektorat Daerah
Kabupalen Eepulavan Meranl dan membenkan nila lambah (value added)
bagi pihak-pihak vang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan

keputusan dan penetapan kebijakan.



b. Sebagai pedoman bag scgenap Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan,
mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan Audit Investigatif.

C. PENGERTIAN DAN BATASAN

1

Audit dengan tujuan Tertentu adalah audit yvang dilakukan dengan tujuan
khusus di luar audit keuwangan dan Audit Kinerja lermasuk dalam Audil
Tujuan Tertentu ini adalah audit Investigatif,

. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi

tertentu suatu cnlitas scbagai obyek penugasan Auadit Tntern oleh Auditor atau
APIP,

Audit Tnvestigatil adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan
bukti secara sistemalis vang bertujusn mengungkapkan terjads atau tidaknya

suatu perbuatan dan pelakunya guna dilalkukan tindakan hukuam selanjutnya.

. Kecurangan (Frawd] vang dimaksud dalam pedoman ini adalah setiap indakan

melanggar hukum vang bersifat menipu, menyembunyikan, atau
menvalahgunakan kepercayvaan. Kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak dan
orgamsast  uniuk mendapatkan  uang, asel, ataa  jasa; menghindan
pembavaran atau pemberian jasa; alau untuk mengamankan kepentingan

pribadi atau kelompok.

. Instanst Penyvidik adalah Kepohsian Nepara Republik Indonesia  (POLEI),

Hejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korapsi (KPK).

. Beuangan Negara adalah scbapaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara,

. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau

bertambahnya kewajiban negara vang nyata dan pasti jumlahnya, yang
disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penvalahgunaan
wowenang/ kesempatan alau sarana yvang ada pada sescorang karena jabatan
alau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/fatau disebabken oleh keadaan di
luar kemampuan manusia (foree mageurs). Dalam konleks Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberanlasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan
rnegara yang dimaksud adalah vang disebabkan perbuatan melawan hukum
{(Pasal 2], tindakan menyalahgunakan Kewenangan, Kesempaltan AlaU SATHNH

vang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannys [Pasal 3],




. RUANG LINGEUDP

L.

Pedoman Audit Investigasi mengatur tentang tata cara pelaksanaan audit
Investipgalil vang terjadi di lingkungan satuann kega Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Merantli, mencakup penelaahan informasi awal,
perencanaan audit, pelaksansan  audit, pelaporan  hasil audit, dan
pemantauan tindak lanjul.

Penelaghan informasi awal berisi tentang sumber-sumber informasi, proses
penelaahan dan analisis atas informas: adanya penyvimpangar sampai dengan
penetapan  keputusan perlu  tidaknya dilakukan audit Investigatif atas

informasi tersebal.

. Perencanaan Audit Investigatif berisi langkah-langkah vang diperlukan dalam

mempersiapkan pelaksanaan penugasan audit scjak dari penetapan sasaran
dan ruang lingkup audit, perumusan hipotesis, penyusunan tim audit dan

penyusunan audit program,

. Pelaksanaan Audil mwvestiganl merupakan kumpulan kegiatan pokok dar

seluruh proses dan prosedur Audit Investigatif berupa  pengumpulan,

pengujian dan  evaluasi data/bukti /dokumen pengujiannya, yang ditujukan

uniuk memperoleh/mengumpulkan bukti audit yang cukup dan memada

untuk membuktikan hipotesis vang telah diboat,

Pelaporan audit  Investigatil merupakan kepialan  pembuatan  dan

penyampalan laporan. Tujuan pelaporan hasil Audit Investigatif atas kasus

penvimpangan adalah:

a, Mengkomunikasikan temuan hasil audit Tnvestigatil secara jelas schingga
memudahkan pejabat dalam melakukan tindak lanjut vang diperiukan.

b. Diarahkan agar dapat menjadi salah satu alat bukii dan menunjang
pelaksanaan penegakan hukum.

¢. Mengidentiikast pithak-pihak vang diduga terlibat atau bertanggung jawab
atas penylmpangan vang terjadi,

B, Pelaporan Tindak Lanjul rekomendasi alauw saran atas Laporan Hasil Audit
Investigatif merupakan proses untuk memantau efektivitas pelaksanaan
rekomendasi dari hasil audit yang telah disepakati.

7. Btandar The Institufe of Infernal Audiors ([IA) menyatakan bahwa auditor
mternal  harus mempunyal  pengetahuan vang memadal untuk
mengevaluasi dan mengelola risiko fraud namun tidak diharapkan
mempunval keahlian seperti seseorang yang tangrungjawabnya hanva

mendeteksi dan menginvestigasi fraud.



%. Auditor Inspcklorat Kabupaten Kepulauan Meranti perlu  memiliki
pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi scbagai beriloat:

a. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, prakiek-praktek dan teknik Audit
Investigatif, termasuk cara-cara untuk memperoleh bukti  dari
whistleblower,

b. Kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap
sumber informasi,

¢. Kemampuan menggunakan peralatan komputer, perangkat lunak dan
sistem terkait secara cfektif dalam rangka mendukung proses audit
Tnvestigatil terkait dengan cybercrime,

d. Pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan
lainnva vang terkait dengan audit Invesbgatl lerulama mengenai
hukum pembuktian.

BAB 11
PENELAAHAN INFORMASI AWAL

A. SUMBER INFORMASI

3.

Audit Tnvestigatif dapat dilaksanakan berdasarkan informasi vang berasal
dari berbagai sumber yakni Pengaduan Masyvarakat, Hasil Audit Kinerja/
Audit Operasional, Permintaan pimpinan objek penugasan, Permintaan dan

Instansi Penyidik.

. Berdasarkan immformasi awal  lersebut, Inspekiur Pembantu/Tim  yang

ditunjuk melakukan penelaahan dengan membandmgkan antara informasi

lersebul dengan data dan informasi vang telah dimiliki.

Penugasan audit investigatif oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti

merupakan tindaklanjutl dari:

a. Laporan dan/atau Pengaduan Masyarakat
Laporan danfatau pengaduan dari masvarakat dapat ditindaklanjuti
dengan penugasan audit investigatit setelah dilakukan penelaahan
dan/alau  penelitian awal untuk menilai  kelayakannyva, termasuk
mnformas: pengaduan masyarakal adalah miormasi dan media massa dan
isu yang berkembang di masyarakat,

b. Pengembangan Hasil Audit Kinerja/Audit Operasional
Apabila dalam pelaksanasn aodit kinega dilemukan adanys dugaan
penylmpangan vang meragikan keuangan negara dapat dilanjutkan
dengan Audit [nvestigatif.

¢, Permintaan Pimpinan Objek Penugasan



Inspcktorat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan Audit
Investigatif atas Permintaan Objek Penugasan Instansi.

d. Permintaan Instansi Penyidik
Inspektorat Kabupalen Kepulavuan Meranti dapal melakukan audi

Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik,

B. PENGELOLAAN INFORMASI

1.

2.

Semua  informasi/laporan dugaan kecurangan  (froud] vang masuk ke

Inspcktoral Daerah Kabupaten Kepulauvan Meranti di Administrastkan di

Sekretariat Inspekloral Daerah Kabupaten Kepulavan meranti.

Berdasarkan Semua informasi/laporan dugaan kecurangan (fraud) tersebut

maka Inspektur Pembanlu dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengadministrasikan laporan dugsan/indikasi terjadi perbuatan tindak
kecurangan yang masuk,

b. Membuat laporan pengaduan vang masuk dan penanganannyva kepada
Inspektur.

C. PENELAAHAN INFORMASI

1.

L

Informasi wvang diterima dari pengadu tentang terjadinya tindakan
penvimpangan, pada umumnya tidak berisi hal-hal yang spesiiik, Lelap
sangat umum dan bersifat tendensius oleh karena itu informasi awal harus
ditangani secara obyektif dengan melakukan penelaahan terhadap informasi
tersebut.

Dengan tidak mengurang arti penting dan setiap informasi vang diterima,
perlu ditetapkan prioritas penanganan informasi uniuk mempercepal proscs,
menjaga efisiensi dan efektivitas penanganan kasus.

Penenfuan apakah sebuah informasi kecurangan tertentu memiliki tingkat
kebenaran terjadi vang tingg didasarkan pada pengalaman sebelumnya atau
ekapektasi-ekspekiast di masa mendatang.

Penelaahan dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi muatan fakta
dan data yvang ada di dalam imformas yang disampaikan, apakah fakta-fakta
vang diungkapkan di dalam pengadusn terscbut merupakan fakta-fakta vang
aktual, logis atau hanya merupakan hasil imajinasi st pelapor.

. Penelaahan informasi merupakan tahap pra perencanaan dalam  audit

Investigatif, Tujuan dilakuksan pra perencanaan adalah untuk meyakini layak



lidaknya suatu informasi/pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti

dengan audit Investigatif,

D. PRA PERENCANAAN

1. Pra Perencanaan Audit Investigatil dapat hersumber dari Laporan dan/atau

pengaduan masyarakat dilakukan dengan kelentuan sebagai beriloan

.

Laporan dan/atau pengaduan masyarakat yvang ditujukan langsung
kepada Bupati dan mendisposisikan kepada Inspekiur Daerah unfuk

ditindaklanjuti.

. Pengaduan masyarakal melalui Inspektur Daerah dan sampaikan

kepada Bupati sebagai laporan.

- Inspektur Daerah menunjuk Inspeklur Pembantu/Pengendah Teknis

atau Ketua Tim Melaltukan analisis atas informasi vang ada dalam surat
pengaduan.

. Inspektur Pembantu/Pengendali Teknis atau Ketua Tim vang ditunjulk,

melakukan analisis atas Informasi yvang ada dalam surat pengaduan,

analisis dimaksud adalah menguraikan selurub mformas: pengaduan

apa adanyva ke dalam unsur-unsur oW-2H, yaitu:

a. Jenis Penvimpangan dan Dampaknya [Whal/Apa).
Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang
diadukan. I[nformasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk
menentukan jenis-jenis penvimpangan vang dilakukan serta dampak
adanva penvimpangan. Penvimpangan dimaksud harus dianalisis
apakah mengakibatkan adanya kerugian bagl Pemerintah Kabupaten
Kepulavan Meranti. Kerugian dapat berupa kerugian finansial
maupun kerugian karena  hilangnya/berkurangnya  reputasi
meskipun informasi pengaduan belum menyebulkan hal tersebul.

. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab Terkatt (Who/ Siapa).
Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan
penvimpangan atau kemungkinan siapa saja vang dapal diduga
melakukan penyimpangan/ pelanggaran dan pihak-pihak yang terkait
vang perhlu dimintakan keterangan /penjelasan.
Informasi tentang siapa vang melakukan penyvimpangan, mungkin
gaja tidak terungkap dalam pengaduan. Namuan demikian sepanjang
informasi lainnya diungkap dalam pengaduan maka penelaab dapat
melakukan hipotesa awal kemungkinan siapa wvang melakukan

penyvimpangan dan mungkin saja data/mformast i1 akan diperoleh



sctelah melakukan audit Investigatif, Schagai contoh, meskipun
informasi Who (siapa) tidak terungkap dalam pengaduan, tetapi
misalnva  lerdapat  informasi  bahwa ada dugaan tegadi
penyimpangan pada kegiatan A, maka auditor dapat melakukan
hipotesa kemungkinan siapa-siapa saja vang terlibat,

c. Tempal Terjadinya Penyvimpangan | Where/ Dimana).
Informasi ini berkaitan dengan  tempat dimana terjadinya
penyimpangan  khususnva  unit  kerja  tempat  terjadinyva
penyimpangan. Informasi ini sangal berguna dalam menetapkan
ruang lingkup audit Investigatif serta membantu dalam menentukan
locus delictie (lempat dimana penyimpangan tersebut terjadi),

d. Waktu Terjadinya Penyimpangan (When/Kapan).
Informasi ini berkailan dengan kapan penyimpangan ind terjadi yvang
akan mempengaruhl penetapan rusang Ingkup audil Investgatil
Penentuan tempos delictie (saat/waktu terjadinya penyimpangan) ini
membantu pengelahuan audilor sehingea dalam mengungkaphkan
fakta dan proses kojadian serla pengumpulan buktl audit dapat
disclaraskan,

. Ponychab Terjadinya Penyimpangan {Why/ Mengapa).
Informasi  yang ingin  diperoleh adalah mengapa seseorang
melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi
sescorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah
kepada pembuktian unsur kesengajaan (inlenional).

. Modus Penyimpangan (How/Bagaimana).
Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan lerscbul
tejadl vang akan membantu dalam menyusun modus operandi
penyvimpangan lerschul.

g Akibat Penvimpangan (How much/berapa banyalk].
Informasi ini berkaitan dengan berapa banyvak nilai kerugian yvang
ditimbulkan akibat penyvimpangan tersebuf.

£, Apabila [akta dan dala yang lermual dalam pengaduan tidak mencukupi

unsur-unsur 3W+2H, penelaah harus melengkapl pengaduan tentang

terjadinva tindak penyimpangan dengan informasi tambahan lainnya,

Informasi tambahan dapat dikumpulkan secara terbatas dari berbagai

sumber tanpa haras berhubungan secara langsung dengan pihak yang

diduga melakukan penyimpangan, seperti informasi dan  pemasok




{supplier), masvarakal pengguna barang/jasa dan pegawai di lingkungan
umit terkait.

Apabila seluruh unsur SW+2H tersebut masih belum diperoleh, dengan
memperhatikan prioritas penanganan dan arti penting informasi, unsur
dugaan penvimpangan minimal mengandung 3 (tiga) hal: What (Apa),

When (Bilamana), dan Where (Dhmana).

Hasil evaluasi terhadap informasi awal dituangkan dalam kertas kerja

dalam bentuk "Resume Telaah Informasi Awal' vang menyarankan 2
[dua) kemungkinan, yaitu:

1] Cukup alasan unluk dilakukan audil Tnvestigatif;

2] Tidak cukup alasan dilakukan audil Investgatif;

Resume tersebut disusun dan ditandatangam oleh Petugas Penelaah

uniuk dissmpaikan kepada Inspektor Daerah dan dilaporkan kepada

Bupati.

. Berdasarkan Hesume Penclaahan Informasi awal, Tnspekiur Daerah
memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan Audit Investigatif,

1} Apabila Inspektur Daerah memutuskan tidak periu dilanjutkan audit
Investigatif, selanjutnya informasi dan berkas penclaahan
diarsipkan,

2] Apabila Inspektur Daerah memutuskan perlu dilanjutkan audit
Investigatit maka selanjutnya Inspektur Dacrah menunjuk tim untuk
melakukan audit investigatif,

. Resume Telaah Informasi awal memuat:

1] Sumber Informasi
Uraian identitas pihak wvang menyvampaikan mnformasi dan asal
informasi pelanggaran vang diperaleh.

2} Mater Pengaduan
Uraian secara jelas materi pengaduan vang ada dalam pengaduan.

3} Hasil Analisis
Uraian hasil analisa vang dilakukan terhadap materi pengaduan dan
informasi tambahan vang berhasil diperoleh selama penelitian awal.

4) Simpulan dan Rekomendasi
Simpulan atas hasil penelitian awal dan rekomendasi tentang layak
atau tidaknya dilakukan Audit ITnvestigasi atas kasus vang dilakukan

penclitian awal.



Jika keputusannya adalah untuk melakukan audit Investigatif maka
Inspeklur Daerah harmas menentukan rencana lindakan yang berupa
langkah-langkah berikul:

1} Menentukan sifat utama pelanggaran;

2} Menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigatif;

3 Menpdentiikasi kemungliman pelanggaran hulkum, peraturan, atau
perundang-undangandan memahami  unsur-unsur yang terkail
dengan pembuktian datau standar;

4] Mengidentifikasi dan  menentukan prioritas  tahap-tahap audit
investigatil yang  diperlukan  untuk  mencapai  sasaran  audit
investigatif;

5] Menentukan sumber dayva yang diperlukan untuk memenuhi
persyaratan audil investigatif

Inspektur Daecrah menyusun lim untuk melaksanakan Audit Investigatil

Susunan Tim audit dalam setiap penugasan selidaknya terdin dari:

1. Penanggung jawab : Imspektur Daerah

2. Wakil Penanpggung jawab : Sckiretans Inspeklorat Dacrah

3. Pengendali Mutu i Inspektur Pembantu

4. Pengendali Teknis :  Auditor atau pejabat lannya yang
ditunjuk

5. Ketua tim » Auditor atau pejabat laintiya yang
ditunjuk

6. Anggota tim ¢ Auditor, pegawai, dan/atau tenaga
ahli yang ditunjulk.

k. Audit yvang dibentuk scgera melakukan persiapan audit sebagaimana

yang diuraikan dalam Bab [l

Pra Percncanaan Auwdit Investigatil yang beérsumber dan pengembangan

hasil audit kinerja atau audit operasional dengan ketentuan sebagai
berikut:

.

Apabila dar hasil audit kinerja atau audit operasional yang dilakukan
oleh Inspektorat ditemukan adanya indikasi terjadi kecurangan (fraid)
maka bBm audit kinerja/operasional melaporkan hal tersebul secara
tertulis kepada Inspektur.,

Sclanjutnya Inspcktur Dacrah meminta tim audit kancha/operasional
memaparkan penyvimpangan yvang ditemukan beserta bukti-bukti awal
yang diperoleh.




i

i

£,

Berdasarkan hasil pemaparan terscbuf, Inspekitur Dacrah akan

memutuskan:

1) Penyimpangan dan bukti awal yang ditemukan oleh tim audil
kinerja/opcrasional dianggap tidak cukup sehingga tidak perlu
dilakulan audit Investigatif,

2] Penyimpangan dan bukti awal yang ditemukan oleh tim audi
kinecrja/operasional dianggap cukup sehingga periu dilalukan audit
Investigatif Hasil pemaparan tersebut ditusngkan dalam risalah
ekspose/gelar perkara dan ditandatangani oleh Inspekiur,

Apabila diputuskan perlu dilakukan audit Investigatif maka Inspektur

Daerah melaporkan kepada Bupati dan diterbitkan Surat Tugas Audit

Investigatil.

Tim audit yang dibentuk melakukan persiapan audit schagaimana vang

diuraikan dalam Bab IIL.

Pra Perenecanaan audit investigatif yvang bersumber dari pimpman objek

penugasan dilakukan dengan ketentuan sebagail benkut:

.

el.

Permintasn oleh pimpinan objek penugasan disampaikan secara
tertulis kepada Bupati dan/atau Inspekiur Daerah Dacrah Kabupaten
Kepulauan Merant.

Bupali mendisposisikan permintaan darn pimpinan objek penugasan
kepada Inspektur Dacrah untuk diproscs lebih lanjuat,

Apabila Permintaan audit Investigatl dan Instansit Penyidik dapat
dipenuhi maka Inspckiur Dacrah membuatl  sural  undangan
ekspose/gelar perkara kepada Instansi Penyidik.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil
Eksposc/gelar perkara/Notulen dan ditandatangani oleh para pejabat
vang berwenang., Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Nolulen berisi
kesimpulan:

1] Cukup alasan untuk dilakukan audit Investgatl

2] Tidak cukup alasan dilakukan audit Investigatif

Hasil ekspose/gelar perkara disampaikan oleh Inspektur Daerah
kepada Bupall untuk memperoleh keputusan lebih lanjal.

Apabila Inspektur Daerah memutuskan perlu dilanjutkan Awdit
Investigatif, maka selanjutnya dipersiapkan langkah perencanaan Audit
Investigatif dan diterbitkan Sural Tugas Audit Invesligasi. Tim audil
yvang dibentuk segera melakukan persiapan audit sebagaimana vang
diuraikan dalam Bab IIL



g, Apabila Tnspekiur Daerah memutuskan tidak perlu dilanjutkan Audit

Investigatil bukti/informasi awal yang diperoleh masih belum cukup,
Inspektur Dacrah menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan
kepada Instansi Penyidik mengenai tidak dapat dipenuhinya bantuan
audit Investipatit dengan menyebutkan alasan sebagaimana hasil

ckspose.

Pra perencanaan audit Investigatif vang bersumber dari permintaan oleh
Aparat Penegale Hukum dilakukan dengan ketentuan sebagal berikuat:

a. Permintaan Aparat Penegak Hukum harus disampaikan secara tertulis

b,

keparda Bupati dan/atau Inspckiur Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti
Bupati mendisposisikan permintaan dari Aparal Penegak Hukum kepada

[nspekiur Daerah untuk diproses lebih lanjut.

. Permintaan audit Investigatif diajukan oleh Aparat Penegalk Hukum pada

saat kasus diproscs pada lingkal penyidikan sebelum ditetapkan

tersangka.

. Permintaan audit nvestigatif darn Aparat Penegak Hukum tidak dapat

dipenuhi jika Badan Pemeriksa Keuwangan (BPK], Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan [BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) atau Inspektorat sedang atau telah melakukan audit Investigatif
atas kasus vang sama. Jika tidak dapat dipenuhi, maka Bupah
menvampaikan surat pemberitahuan yang ditujulan kepada Instansi
Penvidik mengenai  tidak dapat  dipenuhinya permintaan  Audit

Investigaril dengan menyebutkan alasannya.

. Apabila Permintaan audit Investigatil dan Aparal Penegak Hukum dapat

dipenuhi maka Inspektur Daerah membuat surat undangan
ekspose/gelar perkara kepada Instansi Penyidik.

Hasil ekspose/gelar perkara  dituangkan  dalam Risalabh Hasil
Ekspose/gelar perkara/Notulen dan ditandatangani oleh para pejabat
vang berwenang. Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen berisi
kesimpulan:

1} Culkuap alasan untuk dilakukan audit Investigatil

2} Tidak cukup alasan dilakukan audit Investigatil

Hasil ekspose/gelar perkara disampaikan cleh Inspektur Daerah kepada
Bupati untukmemperoleh keputusan lebih lanjul,

. Apabila Inspektur Daerah memutuskan perlu  dilanjutkan Audit

Investigatif, maka sclanjulnya dipersiapkan langkah perencanaan Audit




Investigatif dan diterbitkan Surat Tugas Audit Investigast, Tim audit yang
dibentuk segera melakukan persispan  audit sebagaimana  yang
diuraikan dalam Bab 11l

Apabila Inspektur Dacrah memutuskan tidak perlu dilanjutkan Audit
Investigatif bukti/informasi awal yang diperoleh masih belum cukmup,
Inspektur Daerah menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan
kepada Instansi Penyvidik mengenai tidak dapat dipenuhinya bantuan
audit Investigatil dengan menyebutkan alasan sebagaimana hasil
ekspose.



BABII
PERSIAPAN AUDIT

A, PENERRBITAN SURAT TUGAS AUDIT

1.

Surat tugas Audit Investigalil harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka
waktu penugasan Jangka waktu audit Investigatif hendaknya disesuaikan
dengan kebutuhan,

. Surat tugas Audil Investigatif ditandatangani oleh Inspektur Daerah ditujukan

Kepala Fimpinan objek penugasan yvang diduga terdapat kecurangan dengan
tembusan kepada Bupati sebagai laporan.

. Jika waktu audit berakhir dan audit [nvestigatif belum dapat diselesaikan,

Inspektur  Daerah harus menerbitkan sural perpanjangan audit Investigatlf
Surat perpanjangan disampaikan kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan
Prosedur perpanjangan audit adalah sebagai berikut:

a. Tiga hari sebelum berakhir masa audit, tim audit mengajukan permohonan
perpanjangan wakiu audit kepada Inspcktur Dacrah disertai dengan
alasan;

b. Perpanjangan waktu audit diberikan sesusi kebutuhan dan urgensi serta
tingkatl kesulitan kasus yang dihadapi;

¢. Surat perpanjangan audit disampaikan kepada pimpinan objek penugasan
pomeriksaan,

B. PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA AUDIT

1. Berdasarkan Resume Penelaahan Informasi Awal atau Risalah Ekspose/gelar

perkara/Notulen, Tim Audit menyusun rencana audit. Rencana audil yang

{elah ditetapkan tidaklah bersifat final, Perkembangan hasil audit Investigati

mungkin mengharuskan auditor Investigatiif untuk memperluas audit

schingpa rencana vang telah disusun sebelumnya harus dimutakhirkan. Hal-

hal yvang dapal menjadi pertimbangan perlunyva pemutakhiran rencana audit

antara lain:

a. Bukt yang diperoleh tidak mengarah pada sasaran awdit vang semula
ditetaplkan.

b. Pihak-pihak vang scrmula direncanakan untuk memberikan bukt tidak
kooperatl.

c. Waktu yang semula direncanakan untuk melaksanakan suatu prosedur
ternyata tidak mencukoapi,



., PENETAPAN SASARAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

1.

an

Tim Audit harus menyusun perencanaan audit Investigatif. Perencanaan
audit Investigatil dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan lingkat risiko
kegagalan dalam melakukan audit Investigalil serta memberikan arah agar

pelaksanaan audit Investigatif efisien dan efektif.

. Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, raang

linglup dan alokasi sumber daya.

. Sasaran Audit Investigatif adalah terungkapnya Kasus penylmpangsan yang

berindilkasi  dapat  menimbulkan  terjadinya kerugian  keuangan

Negara/ Daerah

. Ruang lingkup Audit Investigatif meliputi pengungkapan fakta dan proses

kojadian sebab dan dampak penvimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang
diduga terlibat dan atau bertangpung jawab atas penyiumpangarn.

. Tujuan penetapan alokasi sumber daya pendukung audit Investigatif adalah

agar kualitas audit Investigalil dapat dicapal sccara optimal. Kebutuhan
sumber daya veng harus diteniukan antara lain terkait dengan personil,
pendanaan dan sarana atau prasarana lainnya. Alokas: personil dalam audit

Investigatif haras mendapaikan perhatian scoara khusus,

. Dalam penyusunan rencana Audit Investigatil harus mempertimbangkan

antara lain:

s

Sasaran, ruang linglkup dan alokasi sumber daya;

o

. Aspek-aspek kegiatan operasi auditi dan aspek pengendalian intern;

c. Jadwal kerja dan hatasan walktu;

d. Hasil audit periode atayu periode-periode sebclumnya dengan
mempertimbangkan tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan
sebelumnya;

e. Teknik-teknik penpumpulan bukii audit yang tepat;

. Melanisme koordinasi antara auditor, auditi dan pihak terkait lainnys;

g, Perencanaan audit Investigatil mencakup perumusan hipolesis secara

rinci, penyusunan program Kerja audit, penentuan sumber daya

pendukung vang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit investigatif dan
penerbilan surat tugas;

Tahap awal perencanaan adalah perumusan hipotesis rinci. Hipotesis

merupakan anggapan alas tindakan dan aktivitas tertentu yang mungkin

telah terjadi, dimana data atau informasi yang lersedia sangat terbatas.

Oleh karena itu diperlukan wuntuk memperjelas, menjabarkan dan

menerangkan keadaan, kejadian-kejadian, informasi awal dan bukti yang



ada atas kasus yang ditanganinya. Hal-hal yang perlu didapat olch
auditor dalam melakukan hipotesis adalah prediksi atau kemungkinan-
kemungkinan penvimpangan vang terjadi, siapa yang diduga melakukan
penvimpangan, hagaimana penyimpangan atall potensi penyimpangan
terjadi dan dimana penyimpangan tersebut terjadi, serta dalam kurun
waklu kapan penvimpangan tersebut terjadi. Hasil penclaahan terhadap
informasi mengenai tindakan kccurangan (pemetaan) disusun dalam
hentuk hipotesis yang merupakan keterangan sementara dan hubungan
fenomena-fenomena  vang  kompleks. Hipotesis  juga merupakan
pernyvataan semenlara yang bersifal prediksi dar hubungan antara dua
atau lebih variabel yang berguna untuk:

1} Memberikan batasan serta mempersempit tuang lingkup  Audit
[vestigatil;

2] Menyiapkan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antar fukia
vang telah teridentifikasi;

3} Sebagai alat vang sederhana dalam membangun fakta-fakta yang
tercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan
menyelaruh;

4] Sebagai panduan dalam pengujisn serta penyesualan fakta dan antar
falcta. Penyimpangan vang masih bersifat umum selanjutnya
diuraikan menjadi beberapa hipotesis penyimpangan yang lebih
spesifik.

D. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT

1. Berdasarkan hipotesis rincl vang memuat pokok-pokok permasalahan vang

diduga kuat mengandung penyimpangan maka disusunlah program audit.

Masing-masing hipotesis penyimpangan diaraikan lebih lanjut ke dalam

langkah-langkah audit yang skan dilaksanakan berikut siapa yang akan

melaksanakan dan rencana waktu yang disediakan uniuk pelaksanaannya.

2. Penyusunan Program Audit diarahken untuk dapat mengumpulkan bukti-

bukti yang diperlulkan dalam mengungkapkan:

a.
h.
.
d.

Penvimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;
Sebab dan dampak penyimpangan;
Fakta dan proses kejadian;

Pihak-pihak vang diduga terlibat atau berlanggungjawab.



3. Program kerja audit Investigatil tidak dapat dibukukan karena sctiap
kecurangan mempunysl modus yang berbeda-heda. Secara parns hesar,
langkah audil yang dilakukan adalah:

a. Memperoleh dokumen vang mendasari operasional pada bagian yang
diindikasikan terjadi penyimpangan, misalnya: struktur orgamsasi, SOP,
dan peraturan lain yang lerkait.

b. Memperoleh dokumen yang dihasilkan dari operasional pada bagian yang
diindikasikan terjadi penyimpangan, misalnya: laporan bulanan, notulensi
hasil rapat, calalan harian operasional lainnya,

¢, Melakukan analisis atas data yang ada dan memperoleh/mendapatkan
buikti terjadinya penyimpangan.

d. Melakukan interviu kepada pihalk pihak terkail dengan tujuan memperolch
gambaran yang nyvata dari operasional yang sebenarnya terjadi dan pada

akhimya memperolah pengakuan dari pelaku penyvimpangan.



BAB IV

PELAKSANAAN ALUTHT

A. PEMBICARAAN PENDAHULUAN DENGAN AUDITI

13

Berdasarkan surat tugas, Um audil melakukan pembicaraan pendahuluan

dengan pimpinan objek pemeriksaan dengan maksud:

a. Menjelaskan tujuan audit;

b. Mendapatkan informasi lambahan dari auditi dalam rangka melengkapi
mformasi yang telah diperoleh;

c. Menciptakan suasana yvang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
audit, terutama untuk memperoleh dukungan dari auaditi.

Dengan memegang asas praduga tak bersalah, pembicaraan pendahuluan

tetap harus dilakukan walaupun pimpinan objek pemeriksaan diduga terlibat

dalam kasus tersebut. Tim audit perlu selekrif dalam menyampaikan materi

pembicaraan agar jangan sampai memberikan informasi yang justru dapat

mempersulit proses audit yang akan dilaksanakan.

B. PENGUMPULAN DAN EVALUASI BUKTI

1.

Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukii harus dilokuskan pada upaya

pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:

a. Fakta-fakta dan proses kejadian (Modus Operandi);

b. Sebab dan dampak penyimpangan;

¢, Pihak-pihak wang diduga terlibat atas kerugisn keuwsngan pemerintah
kabupaten kepulauan meranti,

. Bukti audit vang cukup, kompeten dan relevanharus dikumpulkan oleh

auditor untuk mendukung kesimpulan dan temuan auadit

a. Bukli audit vang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat
dijadikan sebagai dasar untuk penankan suatu kesimpulan audit.
Untuk menentulcan keculoupan bukti audit, auditor harus menerapkan
pertimbangan keahliannya secara profesiconal dan obyeklil, Dalam audit
Investigatif, bukti audit harus dipercleh dengan fidak menpgunakan
metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi.

b. Bukti audit discbut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat
diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang
sah adalah bukfi vang memenuhl persyaratan hukum dan peraturan
perundang-undangan. Bukti yvang dapat diandalkan berkaitan dengan
sumber dan cara perolehan bukti itu sendir.



. Bukti audil disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung
atau mengudalkan pendapat atau argumen yvang berhubungan dengan
fujuan dan kesimpulan andit.

d. Bukt audit disebul material jika mempunyai nilai vang cukuap berarti
dan penting serta berpengaruh besar terhadap kondisi yang terjadi, vang
harus dilihat dari sisi knantitas dan kualitasnya.,

3, Scliap bukti vang diterima dibuatkan dafrarnya dan dicatat berdasarkan
sumber informasi yang mengeluarkan bukti-bukti tersebut,

4. Auditor menjaga kesinambungan penguasaan (chain of custody] bukt dan
mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan
penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.

5. Jenis-jenis Bukti Audit lnvestigatif. Bukti-bukti audit Investigatif dapat
digolongkan menjadi:

a. Bukti fisik

Bukiti fisik yaitu bukt vang diperoleh darn pengukuran dan perhitungan

fisik secara langsung terhadap orang, properti atan kejadian. Bukti fisik

dapat herupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta
atau contoh hsik.

b. Bukh dokumen
Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti
surat, konirak, catatan akuntansi, fakour dan informasi tertulis lainnya.

c. Bulkti kesaksian
Bukti kesaksian merupakan buktl yvang diperoleh melalui wawancara,
kuesioner, atau dengan meminla pernyalaan lertulis.

d. Bukti analisis

Bukti analisis merapakan bukti vang dikembangkan oleh auditor dari

bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah,

perhitungan dan argumen logis lainnya.

B. Selain jenis bukti-bukti audit dimaksud di atas, bukti audit dapat juga berupa
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya
sepanjang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengpunakan
sistem elektronik sesuai dengan kelentuan yang dialur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Prosedur
Perolehan Informasi dan/fatan Data dari Pihak diluar Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepualaun Meranti:




a, Ketua Tim audit harus membuat rencana permintaan Informasi
dan/atau  data Pihak diluar Pemda Kepulauan Meranti kepada
Pengendali Teknis;

b, Sural Permintean Informasi dan/atau Data dibual lertuhis dengan
menyehbutkan jenis, nama, dan jumlah Informas dan/atag Data vang
diperlukan, serta batas wakiu penyampaian data/bukti.  Surat
permintaan Informasi dan/atau Data ditandatangani oleh Inspckiur
Daerah;

c. Apahila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Sural Perminiaan
Informasi dan/atau Data ke 1 vang bersangkulan Lidak dijawab, maka
dibuat Sural Permintaan Informasi dan/atau Data ke 2 dan ke 3.

d. Dalam hal yvang bersangkutan tidak memenuhi permintaan walaupun
telah dilakukan 3 [(bga) kall permintaan, maka Pengendal Teknis
melaporkan kepada Inspektur Daerah memperoleh petunjuk lebih

lanjut.

C. TEKNIK TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF
Dalam rangka untuk menpumpulkan  bukti-bukti  audil, Auditor dapal

mengpunaken telknik-teknik audit sebagai berikeut:

Pengamatan/ peninjauan

Memeriksa dengan mempergunakan panca indera terutama mata, yvang
dilakukan secara kontnyu selama kurun waktu  fertentu untuk
membuktikan scsuatu keadaan alau sesualy masalah

Wawancara

Teknik wawancara ini berkenaan dengan tanya jawab untuk memperoleh
pembukiian. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Bukti
wawancara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan
vang menyimpulkan hasil wawancara dan ditandatangani oleh pewawancara
dan yang diwawancara.

Konfirmasi atau Klarifikasi

Pembuktian dengan mengusahakan mempeoeroleh mformast dan sumber lain
yvang independen, baik sccara lisan maupun lertulis. dalam audit, selain
melakukan Kegiatan seperti meneliti catatan atau dosir- dosir, menganalisa
dan melakukan verifikasi, termasuk pula di dalamnya kegiatan mengadakan
konfirmasi atau klarifikasi dalam kaitannya dengan kecukupan bukti dan

kesesuaian dengan tujuan audit.
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10.

11.

Penpajian

Mermeriksa hal-hal atau sampel-sampel yang representatil dengan maksuad
untuk mencapal simpulan, sehubungan dengan kelompok yang dipilih,
Analisis

Memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah ke dalam
beberapa bagian ateu elemen, dan memisahkan bagian tersebut untuk
dihubungkan dengan keselurahan atau dibandingkan dengan yang lain.
Pembandingan

Usaha untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lehih
gojalaflenomena.

Audit Bukti/keotentikan

Memeriksa aulhentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukl  vang
mendukung suatu transaksi,

Rekonsiliasi

Penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan tetapi masing-
masing dibuat oleh pithak-pihak vang independen [terpisah),

Penelusuran

Memeriksa dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan atau masalah,
kepada sumber atau bahan pembuktiannya.

Perhitungan Kembali

Dalam melakukan verifikasi, biasanya dilakukan rekomputasi yaitu
menghitung kembali  kalkulasi yang telah ada untuk menectapkan
kecermatannya.

Penelaghan Pintas

Melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal

vang memerlukan audit lebih lanjut.

D. PENGEVALUASIAN BUKTI

1.

3.

Setiap bukti yvang diperolch, dianalisis untuk menilai kesesuaian bukt
irelevansi) dengan  hipotesa serta sebagal landasan  perlu  tdaknya
mengembangkan bukti lebih lanjut.

Dalam mengevaluasi bukti, Auditor harus:

a. Menpguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan
memperhatikan urutan proses kejadian [(seguences) dan kerangka waktu
kejadian (time frame) vang dijabarkan dalam benluk bagan arus kejadian
(fTows chart) atau naras pengungkapan fakta dan proses kejadian;

b. Menilai kesahihan bukti vang dikumpulkan selama pekerjaan audt;




¢. Menilai kesesuaian bukli dengan hipotesis;

d. Mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semus bukb yang
relevan dan pengutamaan hakikat danpada bentuk [substance overform|,
serta mengembangkan masalahan selama dalam penugasan.

Hasil analisis bukti dapat memberikan petunjuk untuk memperoleh bukt-
bukti lain yvang relevan sebagai bukti dukungan atas validitas buktl vang
diperoleh,

Hasil analisis bukti dapat menunjukkan gambaran mengen«l sustu kejadian
dari suatu peristiwa, Rangkaian dari berbagai analisis bukt akan
mengeambarkan secara menyeluruh keadaan yvang sesungguhnya mengenai
suatu sangkaan yang ingin diuji kebenarannya.

Hasil rangkaian bukti-bukti tersebut dievaluasi secara berkala untuk memila
apakah  hipotesa vang disusun telah menggambarkan kondisi yang
sesungguhnva hingga pada akhirnya evaluasi ditujukan  untuk
menyimpulkan terbukl atau lidaknya suatu penyimpangan,

Auditor dapat menggunakan value judgemen! dalam melakukan evaluasi
terhadap bulkti apabila tidak diperoleh cukup bukt dan informasi untuk
membuat simpulan atau rekomendasi.

Value judgement tidak dapat diberikan oleh auditor apabila dan bukfl vang
diperoleh menunjukkan secara jelas suatu kondisi tanpa perlu interpretasi)
simpulan.

Dalam melalkukan pengumpulan dan evaluasi buktu auditor harus
melakultan klarifikasi dan konfirmasi yvang memadal kepada pthalk-pihalk
terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti.

Hasil klarifikas] dituangkan dalam Berita Acara Permintasan Keterangan dan
ditandatangani oleh auditer yang meminta klarilikasi dan pithak yang
diklarifikasi, Permintaan klarifikasi kepada phak-pithak yang terkait
sckaligus scbagal permintaan tanggapan kepada vang bersangkutan atas
[akla-Takia vang diperoleh auditor berdasarkan bukti Tain. Apabila tangeapan
dari pihak wvang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yvang lain, auditor
harus melakukan evaluasi kembati tanggapan tersebut secara seimbang dan
objclktif.

Berdasarkan pengujian hipolesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukli-
bukti vang diperoleh, Auditor mengidentifikasi jenis penyimpanggan, fakta dan
proscs kojadian, kriteria vang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak
yvang ditimbulkan, serta pithak-pihak vang terkait.




Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis
vang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan
kebutuhan penugasan bidang Investigatif.

9, Dalam hal tenaga ahli digunakan untuk penugasan bidang Investigatil, maka
harus ada pemahaman dan komunikasi yang cukup antara Auditor dengan
tenags ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat
menvebablkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari
Lenaga ahli tersebut.

10. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi buktl berupa dekumen
elektronik, auditor harus memperhatikan prinsip  dasar prosedur
pengumpulan bukti dokumen elektronil, vaitu
a. tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menvebabkan lerjadinya

perubahan data baik pada Komputer atan media penyimpanan;

b. pada kondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke
data asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang vang ahli dan kompeten
sertg dapal  memberikan penjelasan yvang cukup terhadap tindakan yang
dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan;

c. harus dilakukan audit trail yang bisa menggambarkan bahwa proses
kesinambungan PENIUEASAD {chain af enastondy) dapat
dipertanggungjawabkan bahkan jika mengpunakan alat bantu lain;

d. petugas forensik komputer harus memastikan tidak ada pelanggaran

hukum atau aturan lain yang berlaku.

E. WAWANCARA /KLARIFIKASI

. Wawancara merupakan bagian penting untuk mencapar kaabitas  audit
Investigatil yang diharapkan. Seorang auditor harus mempunyal kepedulian
vang tinggi terhadap pentingnya wawancara, khususnya wawancara kepada
saksi.

2 Wawancara umumnya dimulai dari lingkungan paling luar yang tidak
mempuntyai kepentingan lerhadap kasus yang akan diungkap atau saksi
vang tidak memiliki kepentingan vang kemudian menuju kepada pihak-pihak
vang memiliki konspirasi dan akhimya kepada pihak-pihak yang menjadi
target kasus tersehut, Prosedur permintaan Wawancara/ klarifikasi diuraikan
sebagai berikut:

a. Kelua Tim audit harms membuat rencana permintaan
wawancara/ klarifikasi kepada pegawai objek pemeriksaan atau pihak
ketiga dan menverahkan rencana tersebut kepada Pengendali Teknis.



b. Sural Permintaan wawancara/klarifikasi meneatumkan tanggal dan

waktu pelaksanugan wawancara/klarifikasi Tenggang waktu penetapan

tanggal disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penadatangan surat

permintaan wawancara/klarifikasi adalah sebagai beriloat:

1)

]

3

4

Apabila dalam jangka waktu vang ditentukan dalam Surat Permintaan
wawancara/klarifikasi ke 1 wyang bersangkutan lidak memenuhi
undangan, maka dibuat Sural Permintaan wawancara/klarifikasi ke 2
dan ke 3.

Dalarm hal yang bersanghkutan tidak memenuhi undangan walaupun
telah dilakukan 3 (tiga) kalli pemanggilan, maka tim audit membuart
Kertas Kerja Audit [KKA|] tentang pejabal yang tidak memenuhi
undangan klarifikasi vang ditandatangani clch Pengendali Teknis,
Dalam hal vang bersangkutan hadir tetapi tidak bersedia memberikan
klarifikasi, maka tim audit membuat Berita Acara Ketidaksediaan
memberikan Klarifikasi discrtai dengan alasannya.

Dalam hal yvang bersangkutan bersedia memberikan klarifikasi tetapi
menolak untuk menandatangani Berita Acara Klarilfkasi (BAK), maka
BAK cukup ditandatangani oleh tim audit dengan dilengkapi risalah
tentang ketidaksediaan yang bersangkutan menandatangam BAK

berilut uraian tentang alasan, lempatl dan wakiu penolakan.

F. KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

1. KKA hendaknva letap mematuhi tata cara sesuail dengan Pedoman Audit yang

berlaku, sehingga dalam KKA dimuat dengan jelas tanggal, nama dan paraf

penvusun, ketua tim serta pengendali teknis. Pada setiap KKA yang berupa

Berita Acara vang jumlah halamannya lebih dan satu, setiap lembar Berita

Acara tersebut harus diparal oleh vang memberi keterangan dan yang

meminta keterangan,

2. Sejalan dengan proscdur dan teknik audit yang dipergunakan maka KKA dan

bukti pendukung lainnya sesual dengan Kebutuhan.
3. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam KKA antara lamn:

&
b.

L=

TDiala urmdem

Proses kejadian penyimpangan berikut bagan arasnya;

Penvebab terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang,

. Akibat adanya penvimpangan/ penvalahgunaan wewenang




. PEMBICARAAN AKHIR DENGAN AUDITI

L.

[t}

Pembicaraan akhir dengan auditi baru dapat dilakukan setelah Tim audit
memaparkan simpulan hasil audit [nvestigatif kepada Inspektur Daerah,
Apabila dari hasil permaparan disimpullkan masih kurang cukup bukti, maka
Inspektur Daerah memerintahkan kepada Tim audit untuk melenglkapi
kekurangan bukti.

Apabila dari hasil pemaparan disimpulkan sudah cukup bukt, maka Tim
audit akan melskukan pembicaraan  akhir  dengan  auaditt  untuk
menyampaikan secara wmum hasil Audit Investigatif dan menanyakan kepada
auditi apakah semua informasi atau data yvang dimiliki telah diserahkan

kepada Tim audit.

. Apabila pada saat pembicaraan akhir auditi menyerahkan data/informasi

kepada Tim Audit, maka auditor Investigatif harus mengevaluasi
data/informasi yang diterima secars  seimbang dan  obyektf untuk
menentukan apakah data/informasi terschul berpengaruh/tidak berpengaruh
terhadap kesimpulan hasil Audit Investigatif
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PELAPORAN HASIL AUDIT DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJLT

A. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN AUDIT INVESTIGATIF

1, Tim Audit Investigatif harus membuat Laporan Hasil Audit Investigatif sesuai
dengan penugasannya yang disusun dalam [ormat yang tepat scgera setelah
melakukan tugasnya

2. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) harus menyajikan informasi tentang
simpulan, rekomendasi, lemuan hasil audil secara lengkap, rinci, akural
(Acuracy), jelas [Clarify), tidak memihak (Impartiality), relevan (Relevuncel,
lepat waktu (Timeliness| dan tidak menimbulkan opini.

3. Laporan harus didukung dengan Kertas Kerja Audit Tnvestigatif yang memual
referensi kepada semua wawancara, koniak, atau alktivitas audit Investigatif

vang lam.

B. PROSES PELAPORAN

1 .Konsep LHAI disusun oleh Kctua Tim setelah pekerjaan lapangan selesal dan
diserahkan kepada Pengendali Teknis dilengkapi dengan:
a, Sural Pengantar Masalah [SPM) funtuk Laporan Bentuk Bab);
b, copy Surat Tugas;
oo KKA;
d. Lembar Reviu Konsep LHAIL

2.Konsep LUA di reviu oleh Pengendali Tcknis/Tnspektur Pembantu dengan
memperhatikan:

a. Kesesuaian bentuk dan susunan LHAI sesuai Pedoman;

=3

Kelengkapan dokumen pendukung LHAIL

Ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHAIL

a0

. Kesesuaian Badan LHAI dan Daftar 1si (Laporan Babi;
e. Kesesuaian Materi Laporan dan SPM (Laporan Bab);
. Kesesuaian tala cara penulisan Laporan yang melipuati:
1) Bentuk, ukuran hurufl dan spasi;
2) Penulisan alamat dan tembusan surat;
3] Penomoran- penomoran.
3.Konsep LHAI direviu oleh Penanggungjawab/Inspektur Dacrah sclelah selesai
direviu  eleh  Pengendali Teknis dan  Inspekiur Pembanta  dengan
memperhatikan!
a. Kelepatan Materi dan Rekomendasi;

h. Kesesuaian LHAI dengan Pedoman;



c. Ketcpatan penelapan ketentuan yang dilanggar,
C. BENTUK LAPORAN
Laporan Hasil Audit Investigasi dibuat dalam bentuk bab atau bentuk surat,
Laporan dalam beniuk bab dibuat jika hasil audit Investigail menyimpulkan
adanya kecurangan/penvimpangan [fraud). Laporan dalam bentuk surat dibuat
jika hasil audit Investigatif menyvimpulkan tidak ada kecurangan/penyimpangan
(fraud).

I}, SUSUNAN DAN ISI LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF BENTUK BAB
Laporan Hasil Audit Investigasi Bentuk Bab diterbitkan apabila dan hasil aadit
dijumpai adanya penyvimpangan-penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut,
seperti kasus yang merugikan Negara/Daerah secara finansial,

Susunan LHAI bentuk Bab, adalah sebagal berikut:

Bab I: lkhtisar Hasil Audit
l. Simpulan
2. Rekomendasi

Bab 1I: Umum
. Dasar Penugasan Audit
. Tujuan Audit

. Ruang Lingkup Audil

B

. Prosedur Audit

. Hambatan dalam Audit

. Data Obyck/Kegiatan Yang Diaudit
. Tim Audit

=] &v 4n

Bab Ill; Uraian Hasil Audit

1. Penpumpulan Data/Informasi

2. Materi Temuan

Jenis Penyimpangan,

Pengungkapan fakta-fakia dan Proses kejadian,

& F

Penyebalb dan Dampak Penyimpangan.

e p

Fihak Yang Diduga Terlibat/ Bertanggung Jawab.
Bukti yang diperoleh.

o

f. Kondisi vang perlu dipertimbangkan.(jika diperlukan)




Bab IV: Simpulan dan Rekomendasi
1. Simpulan dan Rekomendasi

2. Penjelasan detail simpulan dan rekomendasi

E. SUSUNAN DAN ISI LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF BENTUK SURAT LHAI
Bentuk surat diterbitkan apabila dan hasil audit bidak dijumpa: adanya kasus
penvimpangan vyang memerlulkan ftindak lanjut. Laporan Hasil Auadit
Investigasi benluk sural juga diterbitkan apabila dar hasil audit dijumpai
adanva Lkasus pelanggaran vang  berdin sendin dan suatu kasus
penyimpangan yang tidak memenuhl unsur Timdak Pidana atau Perdata yvang
merugikan Negara/Daerah secara finansial. Susunan Laporan Beniuk Sural
pada dasarnya sesuai dengan pedoman Tata Persuratan Pemeriniah
Rabupaten Kepulauan Meranti. Namun, pada bagian materi surat berist hal-
hal sebagai berkut;

[asar ponugasan;

oo

Sasaran dan ruang lingkup;

[ata umum unit atau bagian yvang diaudit;

g 0

Uraian mengensl informast awal atas penvimpangsan vang diperoleh;
¢. Hasil audit;

Rekomendas,

F. REVIU, PENANDATANGANAN DAN PENYAMPAIAN LHAI
Untuk menjaga mutu hasil audit, konsep LHAI direviu secara berjenjang sebelum

ditandatangani oleh Inspektur.

G, PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
Inspektur Daerah harus melakukan pemantausn tindsk lanjut atas rekomendasi
laporan Audit Tnvestigatil yang akan ditindaklanjuri sesuai dengan ketentuan,



Lampiran [l : Reputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti
MNomor » TOO/ITDAX/2023/26

PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PEEN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BARIT
FPENDAHULUAN
A, Pendahluan

1. Tnspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Instansi Pemerintah Dacrah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Inspektorat
Rabupalen Kepulauan Meranti melakukan pengawasan untuk memastikan
apakah tugas dan fungsi Pemeriniah Daerah dilaksanakan secara efektif,
efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dan prakbk korupsi,
kolusi dan nepotisme.

2. Hejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang Administras:
Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemeninlah, maka pelaksanaan audil Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara/dacrah menjadi sangat penting scbagail dukungan
untuk mengedepankan peran APIP dalam rangka menangani laporan atau
pengaduan masyarakat yvang vang berindikasi merugikan keuangan negara
dan memperkual implementas q18lem pengendalian inlem dalam
mencapal akuntabilitas pengelolasn keusngan negara dan  pengelolaan
kepemerintahan yvang baik dan bersih (good and clean governancel.

3. Inspecktorat dacrah scbhagai salah satu organisasi perangkat dacrah (OPD) yvang
berwenang melalukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka
meclakukan pemberantasan lindak pidana korupsi, Inspcktorat dacrah
berwenang melakukan audit Investipatif dan auwdil Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara scbagaimansa putusan Mahkamah EKonstitusi Nomor:
31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012,

4. Inspektorat Daerah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
adalah untuk memenuhi kewajiban hukum. Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Meranti sebagai Ahli vang telah diminta secara resmi oleh penyvidik untuk
melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur
dalam Pasal 120 jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.
20 Tahun 2001
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Untuk menjaga kualitas hasil Audit Perhitungan Keruglan Keuangan Negara,
diperlukan PPedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Pedoman
Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarawajib dipedomani oleh selurah
Auditor di Inspektorat Kabupalen Kepulauan Meranti vang melakukan audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk memastikan bahwa output
yvang dihasilkan dapatl dipertanggungjawablian secara profesional. Pedoman imi
memuat pedoman, perencanaan audil, pedoman pelaksanaan, pedoman
pelaporan dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan
praktik-praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan audit,
Dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Auditor
Inspektorat harus:

a. Bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (independent in fact)

maupunsecara  penampilan  (independent in  appearance)  yang
menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif.
Dalam hal terjadi situasi adanya dan atan interpretasi adanya gangpuan
tethadap independensi dan  objektwilas, Auditor Inspekioral haras
melaporkan kepada Inspektur. Inspektur Daerah harus mengganti auditor
yang menyampaikan situasinya dengan auwditor lain yang bebas dari
adanya dan alay interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi
dan objektivitas.

b. Mempunvai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yvang diperlukan

untuk melaksanakan tugasnva, baik vang diperoleh dar pendidikan
formal, Pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kenja.
Dalam hal Auditor Inspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan
atas suatu penugasan, Auditor Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli
lain wang dibutuhkan. Auditor Inspekiorat harus menilan kualifikas:
profesional, kompetensi, pengalaman yvang relevan  dan  independens
sebelum menunjuk ahh.

c. Menggunakan keahhan profesionalnya dengan cermat dan saksama (due
professiondal care] dan secara hati-hati (prudent] dalam setiap penugasan,

d. Mematuhi Standar Audit dan Kode Btk yang berlaku bagi APIP vang
ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intermn

Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AATPT/DPN /2014,

7. Untuk dapat melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Nepara,

Auditor Inspektorat wajib memiliki keahlian tentang Standar Audit



B. TUJUAN

iE

Tujuan penyusunan Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran
Auditor Tnspektorat Kabupaten Kepulauan Merant dalam melakukan kegiatan
audit  Perhitungan Kerugian Keuangan Negara schmgga hasil  aodit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan dapat
dipertanggungiawabkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Secara garis besar tata laksana audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
diusun dengan ajuan sebagail berikut:

4. Merupakan arahan atau pedoman praktis untuk mencapal tingkat muta
proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan memberikan
nilai tambah [(value added) bag pihak-pthak  yang  berkepenlingan
(stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yvang
berkaitan dengan penanganan kasas dan/atau perlara.

b Sebagai pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat dalam merencanakan,
melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut

penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,

C. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini, vang dimaksud dengan:

L)

&n

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan
tertentu untuk menvatakan pendapar mengenal nilal kKerugan kKeuangan
negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan
digunakan untuk mendukung tindakan hitigasi.

. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi

tertentu suatu entitas scbagal obyek penugasan audit intern oleh Auditor atay
APIP

. Instansi Penvidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI),

Kejaksaan Hepublik Indonesia, dan Komisi Pemberantiasan Korupst (KPK).
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penvelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa vang diduga sebaga: tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang,

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurat
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan buktl vang dengan buktl 1tu membuat terang tentang tindak
pidana yvang terjadi dan guna menemukan tersangka




6, Kerugian Keuangan Negarga adalah  berkurangnya hak negara atau

bertambahnya kewajiban negara vang nyvata dan pasti jumlahnya, yang
disebabkan oleh swartu  tindakan melawan hukum, penyvalahpunaan
wewenang kesempatan atau sarana yang ada pada sesecrang karena jabatan
atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh Keadaan di
luar kemampuan manusia (force majeure]. Dalam kontecks Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19949 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kormapsi, kerugian keuangan
negara yvang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum
(Pasal 2), tindakan menyvalabhpunakan kewcenangan, kesempatan alau sarana
vang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (Pasal 3).

. Keuangan MNepara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Kewangan Negara. [Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara).

. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIF] adalah Instansi Pemerintah vang
mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yvang terdiri;
Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
(1gen)/ Inspekrorat Utama ilttamal/ Inspelktorat Kementrian/Lembaga
Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK) dan  Inspekloral Pemerintah

ProvinsiKaebupaten /Kota.




BAE II
PERENCANAAN PENUGASAN

A. PENERIMAAN PENUGASAN

L

Penyidik mengajukan permintaan awdit Perhilungan Ketugian Keuangan

Nepara secara tertulis kepads Bupati Kepulavan Meranti atas kasus vang

sedang dilakukan penvidikan

Setelah menerima surat permintaan, Bupati memerintahkan [nspektur

Daerah membual surat undangan kepada penyidik untuk melakukan

ckspose/gelar  perkara vang  dimintakan audit  Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara.

Ekspose/gelar perkara kasus dilakukan dengan tujuan;

a. Untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum
dari kasus dimaksud;

b, Untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode
perhitungan kerugian kenangan negara yang tepat;

. Unluk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan.

4. Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur Daerah atau Pejabat yang

5.

ditunjuk nleh Inspektur.

Pada saal ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:

a. Konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian
keuangan negara yvang ditemukan cleh penyidils;

b. Pihak-pihak vang diduga terlibat/terkait bertangsungjawab atas
penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

¢, Bukli-hukti vang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan
negara yang sudah diperoleh penyidik ruang lngkup penugasan vang
diminta;

d. Nilai kerugian keuangan nepgara sementara menurut penyidik;

e. Nama lersangka, jika ada.

Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: dapat dipenuhi, belum dapat

dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.

Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Nepara dapat dipenuhi

apabila hasil ekspose (gelar perkara menyimpulkan:




a. Perbuatan melawan hukum (PMH)/penyimpangan yvang ditemukan olch
penvidik mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan
negara.

. Terdapat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari Perbuatan
Melawan Hukum  (PMH}/ penyimpangan  tersebut walaupun besarnyva
belum dapat dipastikan.

c. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian kcuangan
negara yvang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK], Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (SPKP) dan instansi auditor lainya belum melakukan audit
Investigatif atas perkara yvang sama,

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkara/Notulen yang ditandangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara

dan Pihak Penyidik {formatl sebagaimana pedoman tata naskah dinas)

Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara belum dapat

dipenuhi apabila hasil ckspose fgelar perkara menyvimpulkan:

a. Dari bukt-bukti vang vang ada belum tergambar dengan jelas hubungan
kasualitas antara Perbuatan Melawan Hukum [PMH)/penyimpangan
dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dar Perbuatan
Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut.

b. Bukti bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan
negara vang diperoleh oleh penyvidik belum cukup.

Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dan 1 {satu)

kali. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi jika

penvidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yvang diputuskan
dalam ekspose/gelar perkara,

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkarajNotulen yang ditandangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara

dan Pihak Penyidik,

Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tdak dapat

dipenuhi apabila hasil ckspose/ gelar perkara menyimpulkan:

a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP} dan instansi auditor lainya telah melakukan audit
Investigatif atas perkara vang sama.

b. Terdapal kendala teknis dan  kelembagaan vang menghambat

pelaksanaan bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.




Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkara/Notulen yang ditandangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara

dan Pihak Penyvidik.

|0, Risalah Hasil ekspose/gelar perkara/Notulen disampaikan oleh pimpinan

ekspose/gelar dilaporkan kepada Inspektur Daerah untuk memperoleh

keputusan lebih lanjut yakni:

4. Jika permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dipenubhi,
maka Inspektur Dacrah segera menerbitkan surat tugas

b. Jika permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara lidak
dipenuhi, maka TInspektur Dacrah segera menyampaikan surat
pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit Perhitungan kerugian Kevangan
Negara kepada penyidik,

E. PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT

1. Surat tugas audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus
mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan. Jangka waktu
audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarahendaknya disesuaikan dengan
kebutuhan.

2. Surat tugas audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ditandatangani oleh
[nspektur Daerah ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan
tembusan:

a. Bupati sebagai laporan,
b. Arsip.

3. Jika waktu audit berakhir dan sudit Perhitunpan Kerugian Keuangan Negara
helum dapal diselesaikan, Inspektur Dacrah harus menerbitkan sural
perpanjangan  audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat
perpanjangan disampaikan kepada penyidik. Prosedur perpanjangsn audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikuat:

a. Tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audil kepada
Inspektur Daerah disertal dengan alasan,

b, Perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuban dan urgensi serta
tingleat

¢, Kesulitan kasus yang dibadapi.

C. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
1. Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, Tim Audit mulai menyusun

rencana pelaksanaan fugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara




Rencana terscbul dituangkan dalam audit program penugasan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara, meliputi tahap-tahap:

a. Persiapan/perencanaarn;

b. Pelaksanaan;

¢, Pelaporan.

. Audit program Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dengan

memperhatilkan hal-hal sebagai berikut:

a, Audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya
kerugian kcuangan negara. Jika ada, harus bisa ditentukan berapa
nilal/ besar kerugian negara terschul,

b. Audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan buku-bulkti
adalah dengan cara yvang sah secara hukum.

¢. Bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian
dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sehingega audit program
harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan
relevan dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dapat
diterima oleh aparat penegak hulkum.

d. Apabila kemudian kerugian keuangan negara tidak dapat dihitung, audil
program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan
lidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara tersebut,

., Dalam merencanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, auditor

harus:

a. Mengidentifikasi pendckatan, prosedur dan teknik audit yang akan
digunakan untuk menguji penyimpangan;

b. Merumuskan prosedur dan langkah kerja vang akan dilakukan dalam
bentuk program audit;

c. Merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara;

d. Merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.

. Rencana Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yvang telah ditetapkan

tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan auditor

untuk merivisi rencana yang telah disusun sebelumnyas. Revist rencana Karena
adanva fakia baru (NOVUM] dalam penyidikan yang memungkinkan adanya
perubahan Perbuatan Melawan Hukum (FMH)/penyimpangan.

. Program Kerja Audit disusun oleh Ketua Tim dan direview oleh Pengendali

Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu. Program Kerja Audit ditandatangani

oleh Ketua Tim dan Penpgendali Teknis dan Inspekiur Pembanrtu




BAB Il
PELAKSAAN PENUGASAN

A, JENIS JENIS BUKTL
1. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilabukan untuk memperkuat

pembuklian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani olch

penyvidik khususnova memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan

negara.

2. Bukti-bukti yvang digunakan oleh Tim audit untuk menghilung kerugian

keuangan negara adalah bukti-bukti sah menurut KUHAF yang dikumpulkan

secara pro justicia oleh penvidik berupa:

a. Kelerangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksl mengenal suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendini dengan menyebut

alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalabh kelerangan yang diberikan oleh seorang yvang

memiliki keahlian khusus tentang hal vang diperlukan untuk membuat

lerang suatu perkara pidana guna kepentlingan pemeriksaan.

c. Surat;

1)

2)

3

Berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi vang dibuat olch
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannyva yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,
dilihat, atau dialaminva sendiri disertai dengan alasan vang jelas dan
tegas tentang keterangan itu,

Conloh dari surat jenis ini adalah akta notaris, akta jual beli tanah oleh
PPAT.

Surat yvang dibual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal vang termasuk dalam
Pedoman vang menjadi tangpungjawabnya dan yang diperuntukkan
bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.,

Contoh dari surat ini adalah paspor, 5IM, Kartu Tanda Penduduk (KTF)
dan sebagainya.

Sural kelerangan  dari seorang ahli vang memual  pendapat
berdasarkan keahliannya mengenal sesuatu hal atau sesuatu keadaan

vang diminta secara resmi daripadanya,



Contoh jenis sural ini adalah visum et repertum darl seorang dokter
yvang herwenang untuk itu.

4y Bural lain yvang hanyva dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian yvang lain.

Contoh surat ienis ini adalah koresponden, sural pernyvalaan dan

sebagainya

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau  keadaan yang Karena
persesudiannya, baik antara vang satu dengan yvang lain maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanva dapat diperoleh dari:
Likelerangan saksi

2surat

3 keterangan terdalowa

Petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapal diperoleh dari:

a) Alat bukii lain yang berupa informasi vang diucapkan, diarim,
diterima, atau disimpan secara clektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu; dan

b} Dokumen, yakni setiap reckaman data atau mformasi vang dapat
diliat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di alas kerias,
benda fisik apapun selaim kertas, maupun yang ferekam secars
elekironik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
fola, hurul, tanda, angka, atau perforasi vang memiliki makna.

e. Keterangan tersangka dan terdakwa
Keterangan lerdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
lentang perbuatan vang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami
sendiri.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE} telah memasukkan informasi dan/atan dokumen
elelstronik merupakan alat bukll hukum yvang sah dan sa digunakan dalam
hulmm acara vang berlaku di Indonesia,

4. Penentuan kecukupan bukh yang diperlukan untuk Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara sesual dengan metode Perhitungan Kerugian Kevangan
Negara vang digunakan merupakan pertimbangan profesional auditor
sedangkan perolehan bukil merupakan tanggungjawab penyidik.



a.

Pertimbangan profesional auditor tentang keculupan bukil mengacu kepada
gystemn pembuklian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan sekurang-
kurangnyva dua alat bukti yvang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk

membual kesimpular.

B. PENGUMPULAN BUKTI

|

L

Tim audit melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas
permintaan penyidik pada lahap penyidikan, Bukii-bukti vang digunakan
oleh Tim =audit adalah bukti yvang dikumpulkan oleh penyidik secara
prajusticia

Tim audit meminia seluruh bukti-bukti yang telah dipercleh pihak penyidik
yang relevan denigan tujuan Perhitungan Kerugian Keuwangan Negara,
termasuk peraturan  perundang-undangan  wvang  dijadikan  kriteria
PETIVIMPANEAN.

. Tim audit mengidentifikasi jenis penvimpangan vang terjadi dengan cara

mengevaluasi dan menganalisis bukti-buktl yang diperoleh dan penydik
sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan vang terjadi, misalnya kontrak
fiktif, pembayaran fiktif, mark up/kemahalan harga, kuantitas barang
diterima lcbih kecil/scdikil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih
rendah, harga jual terlalu rendah, dan scbhagainya.

Tim audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang
lerkail dengan kasus/kegiatan vang diperiksa, misal: Undang = Undang,
Peraturan Pemerintah, Keppres, Prinsip Akuntansi, Peraturan Pertanahan,
Peraturan Kehutanan, Ruislag, dan sebapainva. Tujuannya agar tim audit

memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas kasus dimaksud.

. Perolehan bukti dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagail

berikut:

a. Pormintaan data/bukti agar dilakukan melalui sural permintaan Lertulis
vang ditandatangani oleh Inspektur Dacrah atau pejabat lain vang
berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.

b, Permintaan data/bukii agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah
data/bukh yang diperlukan, serta batas wakiu penyvampaian data bulii.

o, Apabila permintaan data/bukii belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik,
sural permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturul-
turut sampal dengan 2 {dua} kali dan dibenkan batas wakiu.

. Apabila pocrmintaan datafbukti sampai dengan 2 (dua] kali dalam batas

wakiu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penvidik
vang bersangkutan, Inspekiur Daerah melaporkan kepada Bupab untuk



mendapatkan  persetujuan  menerbitkan surat penghentian  sementara
penugasan vang akan disampaikan kepada pimpinan instansi penyidik
dengan tembusan kepada Bupat,

7. Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, Tim Audit
Auditor dapal melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik
dengan ketentuan sebagal berkuls

a. Pengumpulan bukti dilakulkan di bawsah koordinasi Penyidilk,

b. Auditor harus menghormali kewenangan Penyidik dalam pengumpulan
buakii sebagaimana dialur dalam Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP,

¢. Auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan
lain yang dilakukan Audilor saal pengumpulan bukti tambahan
termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa

dokumen elektronik

C. PENGEVALUASIAN BUKTI
1. Bukii-bukti vang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diveriikasi dan
dianalisis, tim auditor sebelum digunakan untuk menghitung nilal kerugian
kouangan negars.

a. Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga
hanva scbaman Perhitungan kerugian kKeuangan saja  yvang dapart
dilaksanakan, maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyvebab,
alasannya haris segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada instansi
penyidik dan Inspekiur Daerah untuk dicarikan selusinya.

b, Apahila diperlukan tim auditdapat meminta penvidik untuk melakukan
klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik.

¢. Teknik uji sampling dalam Perhitungan Eeruglan Keuangan Negara tidak
dibenarkan,

2. Bukii-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka vang diperoleh dari
penyidik dievaluasi oleh auditor dengan ketentuan sebagm berikout:

a. Kelerangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis unrak
menentukan apakah semua keterangan telah cukup ataw belum cukup
memuat keterangan vang mendukung konstruks: penyimpangan dan
metode Perhitungan kerugian Keuangan Negara,

b. Keterangan para saksi dan keterangan para lersangka dianalisis untuk
menentukan ada atau tidak ada Keterangan para saksi yang tidak

bersesuaian dengan bukti surat/dokumen.



¢. Kelerangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk
menentukan ada atau tidak ada kelerangan para saksi yang lidak

bersesuaian dengan kelerangan saksi lain.

3. Apabila dari hasil evaluasi kelerangan saksi dan keterangan tersangka

sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas disimpulkan belum cukup alau
tidak bersesuaian, Auditor melakukan klariikasi atau konfirmasi sccara
langsung kepada pihak-pihak vang terkazil. Permintaan klarifikasi atau
konfirmasi disampaikan oleh Auditor melalui Penyidik dan pelaksanaan
klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik,
Klarifikasi atau Konfirmasi vang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu
proses evaluasi bukti untuk memperoleh kevakinan bukan merupakan proses
menghasilkan bukti baru. Apabila hasil Klarifikasi alau Konlirmasi terdapat
fakta baru maka auditor menvarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti
denpan BAP tambahan.
Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan auditor untuk melakulkan
klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yvang terkait dan tidak hersedia
menindaklanjuti hasil klarifikas: ke dalam BAP tambahan padahal kedua hal
tersebut berpengaruh signilikan lerhadap kesimpulan hasil perhitungan
negara, maka Inspektur Daerah menyampaikan permasalahan  lersebul
kepada Pejabat Struktural atasan penyidik.

Bukti Keterangan Ahli dan laporan Ahl yang diperoleh dar Ahli dievaluasi oleh

auditor sebelum memutuskan untuk mengegunakan atau hdak mengeunakan

pendapat ahli atau laporan ahh tersebul. Hal-hal yang harus dilakukan oleh
auditor adalah:

a4, Auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman
yvang relevan dan independensi ahl;

b. Auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan olch tenaga
ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh
tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli
mendukung pelaksanaan penugasan auditor.

Setelah mempelajan pendapal ahll vang tertuany dalam keterangan ahli dan

laporan ahli, Auditor belum memperoleh keyakinan vang memadai, maka

timaudit meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan
tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman vang dapat
menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atan informasi darn

tenapa ahli tersebut,



3.

10,

Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud

dengan tujuan untuk menentukan kuantitas akbiva dan kualitas aktiva.

Pemeriksaan fisik merupakan salah satu teknik audit. Keputusan apakah

audilor akan melakukan pemeriksaan fisik atau Udak didasarkan pada

pertimbangan profesional auditor. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah
adanya alternalil teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, perscbaran
tempat dan kemampuan auditor,

Metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak

dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya

modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Metode atau
cara menghitung kerugian keuangan negara yang dipilih oleh auditor harus
mencerminkan hubungan kausalitas antara perbualan melawan hukum kasus
tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan kerugian keuangan

NEEATA.

Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat di kelompokkan menjadi:

a, Pengeluaran suatu sumber/ kekayaan negara/dacrah {dapat berupa wang,
barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan

b. Pengeluaran susiu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang
seharusnya menurut kriteria vang berlaku

¢. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnyva diterima
{termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)

d. Penerimaan sumber/kekavaan negara/dacrah lefnh kecil frendah dart vang
seharuasnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak
seglai)

e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
Timbulnya suatu kewsajiban negara/dacrah yang lebih besar dan yang
seharusnya

g, Hilangnya suatu hak negara/daecrah vang scharusnya dimbla/ditenma
menurul aturan yang berlaku

h. Hak negam/dacrah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya

diterima.

11. Bentuk Kerugian Keuangan Negara uniuk Pengadaan Barang/.Jasa

a. Markup terjadi kurena kualitas dan kuantitas barang vang diterima sesuai
dengan yvang dipersvaratkan tetapi harganya lebih mahal. Kerugiannya
adalah sclisih antara harga barang yvang dibavar dengan harga barang

vahg wajar/seharusnya.




b. Kualitas barang vang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan,
Kerugiannva adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan
harga barang yang wajar/ seharusnya sesual dengan kualitas barang vang
diterima.

c. Kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan.
Kerugiannya adalah sclisih antara harga barang yang dibayar dengan
harga barang yang wajar/seharusnya scsuai dengan kuantitas barang yang
diterima.

12. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyvatakan pada Laporan Hasil Audit
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKEN) merupakan pendapat
Auditor yang didasarkan pada bukrti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan
dengan pengungkapan penyimpangan yang lerjadi,

13. Pada setiap tahap Audit Perhitungan Kerugian Keusngan Negara, pekerjaan
auditor harus disupervisi berjenjang sccara memadai untuk memastikan
tercapainya sasaran dan terjaminnya kualilas Audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan
vang timbul selama penugasan. Hambatan atau kendala tersebut dilaporkan
secara berjenjang kepada atasan,

14. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang dalam Audit Perhitungan Keruagian
Keuangan Negara dilakukan sebagai berikut:

a. Sclama proses penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,
Pengendali Teknis melakukan review minimal 1 kali dalam seminggu. Hasil
review dituangkan dalam lembar review,

b, Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapal dipecahkan di tingkat
Pengendali Teknis, maka permasalahan tersebut dilaporkan kepada atasan
Pengendali Teknis untuk memperoleh petunjuk.

¢, Pada akhir penugasan dan scbelum laporan  disusun, Tim  harus
melakukan pemaparan kepada Inspektur Daerah untuk memperoleh
mastikan.

1. PENGEKOMUNTIEASIAN HASIL AUDIT KEPADA PENYIDIK

1.Tim mengkemunikasikan rentang metode Perlitungan Kerugian Keuangan
Negara dan besarnya kerugian keuangan negara kepada penyidik sebelum
Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PEEKN)
diterbatkan,

2.Media pengkomunikasian dapat berapa eksposc/ gelar perkara atau pertemuan
dengan  penvidik atau menggunakan media elektromk yang dapal
didokumentasikan.




3.Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PRKN] merupakan
pendapat keahlian profesional auditor tenlang jumlah kerugian kéuangan
negara schagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan
kepada tersangka.

4, Pengkomunikasian hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang
digunakan Auditor merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan
sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penvidik telah menyerahkan seluruh
bukli vang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.

5.Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yvang relevan
dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan
pengujian yang memadai.

f.Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara diterbitican
setelah dikomunikasikan dengan penyidik.

E, PENGELOLAAN KERTAS KERJA AUDIT

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan Auwdit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara harus  diluangkan dalam  KertasKerja Aundit  (KKA)
sebagaimana vang berlaku.

2. Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus memual
atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi
dokumen-dokumen:

a. Surat permintaan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara;

b. Surat Permintaan ekspose/gelar perkara penerimaan penugasarn;

¢. Risalah hasil ckspose/gelar perkara/notulen;

d. Surat tugas melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

e, Surat pengantar penyampaian laporan Audit Perhitungan Rerugan
Keuangan Negara kepada Penyidik dan surat-menyurat lain yang
dikeluarkan selama penugasan Auwdit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara;

f. Dokumen perencanaan penugasan;

g. Daftar Bukti-bukti/dokumen yvang diterima dari penyidik beserta tanda
teritna dan fisik Bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik;

h. Draft Laporan Audit Perhitungan Keragian Keuangan Negars;



i, Hasil analisis termasuk metode dan teknik Audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara yang digunakan serta scmua penjelasan vang perlu
dalam rangka melaksanakan program audit;

j. Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, hasil Perhitungan fisik,
catatan rapat dan diskusi lainnya;

k. Lembar review.

Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus memuat
ilchtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam
laporan audil, Kertas kerja audit dikelompokkan dalam fop schedule, lead
schedule, dan supporting schedule,

. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan

atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional

atas hal terschbaal.

. Setiap kertas kerja harus direviu secara berjenjang untuk memastiltan bahwa

kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi vang berkaitan dengan
pelaksanaan program  audit. Kertas kerja harus diparaf dan diberi tanggal
oleh pembuat, Pengendali Teknis sampai dengan Inspektar Pembantu,

Kertas kerja harus mencatal setiap referensi yang berkaitan dengan langkah
kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan.

. Inspektur Daerah harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga

keamanan kertas kerja dan menvimpan dalam periode waktu yang cukup
sesuai denpan kebutuhan penugasan dan memenubi ketentuan kearsipan

serta dapat memenuhi persyaratan pada saatl dilakukan reviu sejawat,

. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
a.

Dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan
penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memerlukan kertas
kerja penugasan bidang Tnvestigatif, maka kertas kerja tersebut dapat
diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Inspektur Daerah.




BAB 1V

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A, PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN

1.

Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus menyajikan
simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektur Dacrah dilarang
mencrbitkan laporan hasil audit PKKN apalila masih terdapat prosedur yang
masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bulkti
vang diperoleh belum mencukupi.

. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus dijaga

secara aman dan dapat disimpan dalam benluk safT eopy.

. Sebagai dari pendapat Ahli, Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara ditandatangani oleh Tim  Audit dan diketahw oleh
Inspekiorat (tanpa kop surat dan cap Umt Kerja).

. Setiap pegawai/Audilorinspektorai dilarang memberikan laporan hasil audit

Perhitunpgan Kerugian Kewangan Negara baik asli maupun dalam bentuk
salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yvang tidak berwenang.

Informasi dalam laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
Auditor tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun

tanpa izin tertulis dari Bupati,

B. PROSES PELAPORAN

ks

Konsep laporan disusun oleh ketua tim setelah metode Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan negara dikomunikasikan
dengan penyidik.
Konsep laporan diserahkan kepada pengendali tekms dilengkap dengan:
a. Copy surat tugas
b Kertas kerja audit {KKA)|
¢. Lembar reviu
Konscp laporan direvia oleh Pengendali Tekms dan Inspekiur Pembantu
dengan memperhatikan:
a. Kesesuaian bentuk dan susunan laporan sesuail pedoman
b. Kelengkapan dokumen pendukung laporan
¢. Kesesuaian tata cara penulisan Laporan vang meliputi:
1) bentuk, ukuran hurul dan spast

2)penulizan Alamat dan lembusan surat

3| penomoran-penomoran




d. Ketepatan metode  Perhitungan  Kerugian Keuangan Negara vang
digunakan,
e. Ketepatan penpungkapan fakta dan proscs kejadian
f. Ketepatan perhitungan antmatika yvang ada dalam Laporan
4. Konsep laporan direviu oleh Penanggungjawab/Inspektur Daerah setelah
selesai direviu oleh Pengendali Teknis dan Inspekiur Pembantu  dengan
memperhatikan:
a. ketepatan Maten dan simpulan
b. kescsuaian Laporan dengan Pedoman

¢, ketepatan penelapan ketentuan yvang dilanggar

C. BENTUK LAPORAN
. Tim Audil harus membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negarasesual dengan penugasannya yang disusun dalam [ormal
yang tepat segera setelah melakukan tugasnva.

2

Laporan hasil audit Perhifungan Kerugian Keuangan Negara disusun dalam
bentuk surat vang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Inspektur
Dacrah dan disampaikan ke Penyidik dengan Surat Pengantar dari Inspektur.
3. Format laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memugt
pokok-pokek uraian schagal berikul:
a. Dasar penugasan;
b. Tujuan penugasan;
e, Ruang lingkup penugasan;
d. Prosedur penmagasan;
Pengungkapan fakta dan proses kejadian;
Data dan bukti-bukti vang diperoleh;

2

. Metode perhitungan kerugian keuangan negara;
h. Hasil perhitungan kerugian keusngan negary;
i. Lampiran-lampiran yang diperiakan.
4. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanva
disampaikan kepada peminta mslans: penvidiksetelah mendapat 1zin Bupath,
5. Pemantauan Tindak Lanjut Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
a. Inspektorat Dacrah melakukan pemantauvan lindak lamjut atas Laporan
Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara (LHPEEN]) vang disampaikan ke
penvidik




b. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Perhitungan EKerugian Keuangan
MNegara (LHPKKN) wvang disampaikan ke penyidik adalah pembenan

keterangan ahli di penyidikan dan persidangan keterangan.
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' Tanggal Revisi

Tanggél Pengesahan |(o peEobes 2228
Disahkan Oleh
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INSPEKTORAT KABUPATEN ‘41 1 Pemibina TK.1
KEPULAUAN MERANTI NIF’ IQHEDBIE 200012 2 004
Nama S0P “Audit Investigasi atas
Permintaan Pimpinan Objek
Pengawasan i
DASAR HUKUM KUALIFTKASI PELAKSAANA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 1. Mempunyai kemampuan untuk
tentang Penyelenggaraan Negara vang menganalisis material atau tidalnya
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Keolusi suatu pengaduan untul ,
dan Nepotisme ditindalklanjuti .

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—unda.tllgan 2. Memiliki sifat independensi dalam

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun menangani pengaduan
2019 tentang Penpgelolaan Keuangan |
Daerah i

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun | . _

2017 tentang Pedoman Pembinaan dan | 3. Mampu menjaga rahasia tentang
Pengawasan Penyelenggaraan | Pengaduan yang masuk
Pemerintahan Dacrah

5. Peraturan Pemerintah Nomeor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian | 4. Mempunyai pengetahuan tentang
Intern Pemerintah pengarsipan dokumen

6. Peraturan Menteri Dalam th::ﬁ.!

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun |
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan |

Keuangan Desa

1

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN

SOP Audit Investigasi ' 1. ATK
2. Komputer/Printer/Scanner
= 3. Laporan Hasil
Pemeriksaan /Pengawasan

PERINGATAN  PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Audit Investigasi tidalk dilaksanakan, [ 1. Rekapitulasi hasil Permintaan
maka kepercayaan masyarakat terhadap! Pimpinan Objek Pengawasan
Pemerintah Daerah semaldn berkurang dan 2. Laporan Hasil

menimbulkan konilik di tengah masyaralcat | Pemeriksaan /Pengawasan
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Nomor SOP NOMOR:7OO/ITDA/X /2023 /26

Tanggal Pembuatan \D OFdsbe- 1OLE

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan ||p betener 2013
Disghkan Oleh - Inspeltur Daerah I:{ahupaten

E’EWEllj'ﬂlj.ﬂ]l& 5.5TP., MS.i

INSPEKTORAT KABUPATEN | ?ﬂfﬂb'inﬂ TEK.1
Nama S0P Auu:ht Investigasi atas

Permintaan Aparat Huloim

DASAR HUKUM KUSALIFIKASI PELAKSAANA

| 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 |

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 5. Mempunyai kemampuan untuk
tentang Penyvelenggaraan Negara yang menganalisis material atau tidaknya
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi suatu pengaduan untuk
dan Nepotisme | ditindaldanjuti

tentang Pembentukan Peraturan :
Perundang-undangan | &

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun . )
2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 7. Mampu menjaga rahasia tentang
Pengawasan Penyelenggaraan pengaduan yang masuk
Pemerintahan Dasrah '

11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang BSistem Pengendalian | 8. Mempunyai pengetahuan tentang
Intern Pemerintah pengarsipan dokumen

12 Peraturan  Menteri Dalam  Negeri
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

. Memiliki sifat independensi dalam
menangani pengaduan

Keuangan Desa
"KETERKAITAN PERALATAN /PEELENGKAPAN
SOP Audit Investigasi 1. ATK

> 2. Komputer /Printer/Scanner

3. Laporan Hasil
Pemeriksaan / Pengawasan |

PEEING&T% PENCATATAN DAN PENDATAAN i
“Jika Audit Investigasi tidak dilaksanakan, | 1. Rekapitulasi hasil Audit Reguler

' maka kepercayaan masyarakat terhadap |2. Laporan Hasil
| Pemerintah Daerah semaldn berlkurang dan Pemeriksaan/Pengawasan

. menimbulkan konflik di tengah masyarakat




| Nomor B0P

NOMOR:700/1TDA/X/2023/2 |

INSPEKTORAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

Tanggal Pembuatan | |5 peeober 2oLz |
Tanggal Revisi o -
Tangg:.ﬂ Pengesahan Lo E.:"n.t:ﬂlh g Lol

Disahkan Oleh Inspef:rur Daerah I{abupaten

"\Bmug, anegﬁa, 5.5TP., MS.i
e ! ﬁﬂiﬁm TK.1
NIP. TOE30016 200012 2 004

MNama SOP

Audit Perhitungan Keruy gian
| Keuangan Negara

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSAANA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Nepara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun |

2019 tentang Pengelolaan Kewangan !

Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penvelenggaraan

Pemerintahan Daerah
| 5. Peraturan Pemerintah Komor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian 4. Mempunyai pengetahuan tentang

Intern Pemetintah

6. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa

1. Mempunyai kemampuan untuk
menganalisis material atau tidaknya
suatu pengaduan uniuk _
ditindaklanjuri |

2. Memiliki sifat independensi dalam
menangani pengaduan

. Mampu menjaga rahasia tentang
pengaduan yang masuk

pengarsipan dokumen

KETERKAITAN _ PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Audit Investigasi 1. ATK

S0P Audit Reguler 2. Komputer/Printer/Scanner

SOP  Audit  Perhitungan  Kerugian | 3. Laporan Hasil

Keuangan Negara Pemerilcsaan / Pengawasan |
PERINGATAN 2 PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

o e

Jika Audit Perhitungan Kerugian Kelagan
Netidak dilaksanakan, malia lkepercayaan
masyarakat terhadap Pemerintah Daerah

semalkin  berkurang dan menimbulkan |
konflik di tengah masvarakat |

1. Rekapitulasi hasil Audit Investigasi
Laporan Hasil
2. Pemeriksaan fPengawasan
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